BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan ekonomi ditandai dengan meningkatnya
perdagangan antar negara yang berbasis pada produk-produk yang dihasilkan atas
dasar kemampuan intelektual. Hal tersebut telah mendorong pada penciptaan karya-
karya intelektual manusia yang semakin memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Pertumbuhan ekonomi dunia tersebut sangat ditopang oleh investasi yang berbasis
inovasi kekayaan intelektual. Dari waktu ke waktu selalu tumbuh dan berkembang
seiring dengan perkembangan perdagangan dunia. Hak Kekayaan Intelektual
merupakan permasalahan yang sangat kompleks, meliputi berbagai aspek, segi
hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak Kekayaan Intelektual juga telah
menjadi sorotan dan semakin berperan penting dalam proses pembangunan nasional
maupun internasional, karena Hak Kekayaan Intelektual terkait erat dengan alih
teknologi, pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam suatu hasil kajian yang dilakukan
oleh World Intellectual Property Organization (WIPO)* dinyatakan bahwa Hak
Kekayaan Intelektual merupakan sebuah kekuatan yang dapat dipergunakan untuk
mensejahterakan kehidupan seseorang, organisasi, perusahaan dan masa depan suatu
bangsa secara material, budaya dan sosial. Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya

dapat digambarkan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena olah pikir

L WIPO, adalah merupakan Badan Hak Kekayaan Intelektual Dunia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual,
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otak manusia®. yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk
manusia. Hak tersebut pada intinya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis
hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur adalah karya-karya yang
timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Adapun jenis
pengelompokan Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari berbagai jenis secara
tradisional terbagi dalam dua kelompok yaitu yang pertama adalah hak cipta
(copyright) dan yang kedua adalah Hak Kekayaan Industri yang terdiri dari Paten,
Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang®.
Namun dalam perkembangannya, untuk Hal Kekayaan Industri termasuk juga
perlindugan terhadap Varietas Tanaman.

Namun sejalan dengan perkembangan dunia usaha, pengaturan soal merek ini
pun berkembang pula. Undang-undang Merek 1961 dirasakan sudah tidak sesuai lagi
dengan jamannya sehingga pemerintah memperbaharuinya lagi ketentuan mengenai
merek melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek (UUM 1992),
yang diundangkan pada 28 Agustus 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April
1992. Lima tahun kemudian karena harus menyesuaikan dengan perkembangan dunia
dan karena akan diberlakukannya era pasar bebas serta kesepakatan Trade Related
Intellectual Property Rights (TRIP’s), pengaturan soal merek pun diperbaharui lagi
yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Merek 1992 Tentang Merek (UUM 1997), yang
telah disahkan dan berlaku efektif pada 7 Mei 1997. UUM 1997 pada prinsipnya

merupakan bentuk penyempurnaan dari UUM 1992. Penyempurnaan ini dilakukan

2 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dep. Hukum dan HAM RI, panduan Hak Kekayaan Intelektual
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terhadap kekurangan atas berbagai ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan
praktek dibidang merek akibat perkembangan perekonomian baik di tingkat nasional
maupun internasional yang berlangsung cepat. Penyempurnaan ini dalam rangka
pemberian perlindungan hukum vyang efektif terhadap merek, dilakukan pula
penyempurnaan kembali dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek.

Dengan dilakukannya ratifikasi terhadap perjanjian internasional di bidang
Hak Kekayaan Intelektual akan membawa suatu konsekuensi terhadap Indonesia
dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya-karya intelektual
manusia. Konsekuensi tersebut akan memberikan dampak bagi Indonesia, hal ini
dikarenakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni
dan budaya yang sangat kaya. Sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa,
dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu
dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya
intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-undang. Kekayaan tersebut
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan
industri yang melibatkan para pemiiknya. Dengan demikian, kekayaan seni dan
budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para
pemilik atau pemegang merek saja, tetapi juga bagi bangsa dan Negara.

Peranan merek dalam dunia usaha sangat dominan, dalam arti hampir semua
produk barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, pasti menggunakan
merek. Melalui merek pulalah, konsumen akan mengenali produk barang dan jasa
yang diinginkannya. Perkembangan Teknologi, khususnya kemajuan di bidang
teknologi merupakan kenyataan yang telah hadir dan tidak dapat dielakan. Hal ini

tidak saja telah mengubah cara dan pola kehidupan masyarakat, tetapi juga



menghadirkan berbagai persoalan baru yang sekaligus mempertanyakan kembali
norma-norma pengaturan dalam hukum nasional maupun internasional. Seiring
dengan kemajuan teknologi informasi tersebut, Undang-undang Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek memberikan pengaturan penggunaan merek barang atau jasa
yang diperdagangkan, karena perlindungan merek menjadi suatu prioritas bagi para
pemegang merek atau para pelaku usaha. Untuk itulah, Pemerintah akan selalu
berupaya untuk secara terus menerus meningkatkan sistem perlindungan merek di
tanah air, sehingga para pelaku usaha dapat merasakan aman dalam berinvestasi.
Merek sangat penting artinya bagi para pengguna itu sendiri dan juga bagi
pemerintah, karena dengan demikian masyarakat telah membantu program
pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan penggunaan merek yang lebih
kompetitif dan kondusif yang tentunya akan membantu pertumbuhan perkembangan
ekonomi dan industri di Indonesia.

Pesatnya perkembangan berbagai hasil penerapan teknologi maju memang
seakan memberikan peluang bagi pelanggaran Merek, sehingga persoalan yang timbul
adalah maraknya produk-produk barang dan jasa menggunakan merek ilegal beredar
di masyarakat. Dengan berbagai peralatan yang ada sekarang ini memicu kemudahan
dalam pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Sebagaimana dimaklumi, kerja keras,
waktu, dan tidak sedikit dana yang diperlukan untuk mempromosikan produk barang
atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan, namun dengan mudahnya ditiru atau
dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, untuk mendapatkan keuntungan
secara cepat dan mudah. Demikian pula, masih seringnya orang menggunakan merek-
merek terkenal secara tidak sah, walau sebenarnya produk dan identitas kita tidak

kalah baiknya bila dikelola dengan baik. Segala bentuk peniruan dan pemalsuan



merek terkenal seperti itu sangat merugikan pemilik merek yang sah dan mengarah
kepada persaingan tidak sehat.

Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang tergolong
Hak Kekayaan Industri berguna dalam kegiatan pergagangan barang atau jasa. Hal ini
tercantum dari pengertian merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa “Merek adalah tanda yang
berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi
dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa”. Pada hakekatnya perlindungan merek di Indonesia
dewasa ini menganut prinsip pendaftaran pertama atau first to file*. Sesuai dengan
ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa untuk
diberikan hak atas merek oleh negara maka seseorang atau badan hukum harus
terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek secara tertulis kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan dilengkapi dengan persyaratan
administrasi sibagaimana ditentukan dalam pasal 7 sampai dengan pasal 12 Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Untuk selanjutnya, terhadap semua
permohonan pendaftaran merek akan diproses secara bertahap dengan batasan waktu
tertentu, yang antara lain meliputi: tahap pemeriksaan formalitas (administrasi) paling
lama 30 (tiga puluh) hari; tahap pemeriksaan substantif paling lama 9 (Sembilan)
bulan; tahap persiapan pengumuman paling lama 10 (sepuluh) hari; tahap
pengumuman selama 3 (tiga) bulan; tahap sertifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Ketentuan mengenai sSyarat dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dalam

* Sudargo Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, Bandung, Eresco, 1990, him.25



Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan
Pendaftaran Merek’.

Didasari pengertian tersebut dapat dipastikan bahwa sistem merek di
Indonesia menganut sistem Kkonstitutif dimana hak atas merek timbul karena
pendaftaran, bukan pemakai pertama sebagaimana dianut dalam Undang-undang
Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Untuk itu apabila seseorang ingin memperoleh
hak atas merek, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pendaftaran
merek, berbeda dengan hak cipta untuk mendapatkan haknya, sudah didapat sejak
dipublikasikan atau sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.

Hak Atas Merek yang telah diberikan negara kepada seseorang atau badan
hukum suatu Hak yang Eksklusif artinya bahwa hanya pemilik atau pemegang hak
atas merek tersebut yang dapat mengeksploitasi hak atas merek yang dimilikinya
selama jangka waktu 10 (sepuluh) dan apabila pihak lain ingin menikmati atau
mengambil nilai ekonomi dari merek dimaksud, maka harus terlebih dahulu mendapat
izin dari pemilik atau pemegang merek tersebut.

Hak atas merek seseorang diberikan jaminan perlindungan hukum oleh
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, disamping itu yang memiliki
hak atas merek dapat menikmati nilai ekonomi dari merek tersebut. Hal ini
dikarenakan merek mempunyai beberapa fungsi yaitu Pertama : Sebagai tanda
pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain, fungsi
ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsen sebagai jaminan reputasi.
Kedua : Sarana promosi dagang, promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen
atau pengusaha untuk menarik konsumen. Ketiga : Jaminan atas mutu barang atau

jasa, hal ini tidak hanya menguntungkan bagi produsen melainkan bagi konsumen.

® Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dep. Hukum dan HAM RI, Op. Cit, him. 20-21



Keempat : penunjukan asal barang atau jasa®, penunjukan asal barang berguna untuk
membangun hubungan agar konsumen dapat lebih kenal dengan produsen.

Pengelolaan merek di Indonesia sebenarnya berjalan relatif lebih lama
dibandingkan dengan jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual lainnya yaitu dimulai
sejak tahun 1961. Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merek diakui
memang lebih ‘ngetop’ dibandingkan dengan paten dan hak cipta. Kantor Merek rata-
rata menerima permintaan pendaftaran merek lebih banyak setiap harinya bila
dibandingkan dengan jumlah permintaan paten maupun hak cipta.

Meskipun pengalaman dalam pengelolaan sistem merek dapat dikatakan yang
terlama, tetapi persoalan megenai merek masih ada juga. Oleh karena itu tidak
mengherankan bila peraturan mengenai merek banyak mengalami penyempurnaan

sejak tahun 1961 sampai dengan 2001 ini.

B. Pokok Permasalahan
Dengan melihat pada uraian latar belakang permasalahannya tersebut di atas
maka teridentifikasilah suatu permasalahan sebagai berikut :
1. Mengapa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 diperbaharui menjadi
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ?
2. Bagaimana peran serta TRIP’s dan Paris Convention dalam perkembangan

Merek di Indonesia ?

® Riswandi, et. Al, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, him 84.
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C. Tujuan Penelitian

1.

2.

Untuk mengetahui perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 menjadi
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ?
Menjelaskan peran serta TRIP’s dan Paris Convention dalam perkembangan

Merek di Indonesia

D. Definisi Operasional

Dalam menyusun tulisan ini, terdapat beberapa definisi yang telah diketahui.

Pemberian definisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tulisan ini

sehingga dapat memudahkan untuk memahami tulisan ini. Adapun beberapa definisi

yang telah diketahui dalam penulisan ini, yaitu :

1.

Merek, Pengertian merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa “Merek adalah tanda yang
berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

WTO (World Trade Organization) adalah Organisasi internasional yang
mengawasi persetujuan-persetujuan yang mendefinisikan “aturan perdagangan” di
antara anggotanya.

WIPO (World Intellectual Property Organization) adalah Organisasi badan
PBB yang dibentuk untuk mengampanyekan perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual di seluruh dunia.

TRIP’s (Trade Related Aspect of Intellectual Property Right’s) adalah
Persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan

Intelektual.



5. Paris Convention adalah Salah satu dari perjanjian Internasional yang
mengenai Kekayaan Intelektual, di buat di Paris dan merupakan perjanjian yang
paling banyak ditandatangani negara-negara di dunia

6. Madrid Protocol adalah Suatu aplikasi merek untuk mendapatkan
perlindungan hukum di banyak negara dan perjanjian ini dibuat di Madrid

7. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) adalah Perjanjian umum
tentang tarif-tarif dan perdagangan didirikan pada tahun 1948 di Genewa, Swiss.

E. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode penulisan hukum normatif, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang
didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan
menganalisanya. Termasuk peraturan, undang-undang, doktrin dan yurisprudensi.

2. Analisa Data, data yang diperolen dari penelusuran keperpustakaan dan
lapangan akan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif
yang berpedoman pada Undang-undang Merek.

Analisa secara deduktif artinya semaksimal mungkin penulis berupaya
memaparkan data-data sebenarnya, berdasarkan yurisprudensi dan peraturan-
peraturan yang berlaku di Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual.

F. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab. Dalam tiap-tiap bab

dibagi  kedalam sub bag sebagai berikut :

BAB | Pendahuluan



BAB II

BAB I11

BAB IV

BAB V

Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian operasional, metode penelitian, dan sistematika

penyusunan.
Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Terdiri dari pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual, hak atas merek

pada umumnya.
Perkembangan Perlindungan Merek di Indonesia

Terdiri dari perkembangan merek di tingkat internasional, perkembangan
merek di tingkat nasional, dan prosedur pendaftaran merek di

Indonesia.

Latar belakang serta perjalanan pengaruh perjanjian TRIP’s dan Paris

Convention terhadap peraturan merek di Indonesia.

Perbandingan hukum terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.
Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran dengan berpijak kepada pokok

permasalahan yang dikemukakan dan di analisa oleh penulis.
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